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PERATURAIT BI'PATI TAITA IIORA'A

ITOMOR 17 TAIII'I| 2O2O

TEIITAI{G

PETGGOLOTGA!( DA'I TODEFTI(ASII BARAITG MILII( DAERAII

DEIIO]IIT RAIIUAT TI'IIAN YAITG MAIIA ESA

BT'PATI TAITA TORA'A,

culnbrng ! a. bahwa dalam ralgka mewujudkan pelal<salaan pengelolaan

dan penatausahaan Bararg Milik Daerai yang tertib, efektif dan
optimal, perlu penggolongan dan kodelikasi Barang Milik
Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Torqja Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pengelolsan Barang Milik Daerah, yang mengamanatJ<an bahwa
Penggolongaa dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundaag-undangan daar akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

c, bahwa dengan teLah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentarg Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Daeral, maka Peraturan Bupati Tana
?oraja Nomor 22 Tahun 201C tentang Nomor Kode SKPD, Nomor
Urut Kode Unit/SKPD, Sub Unit/Satuan Kerja dalam SKpD
dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja perlu diganti
dan disesuaikan dengall peraturar Menteri tersebut;

d. bahwa berdasarkal pertimbalgan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentslg penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah;

Ucnglngrt : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentarg pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lmbararr Negara Republik Indonesia Nomor 1g22):'/h
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2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentarg Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (L€mbaran Negara Republik
Indoneeia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Taiun 2014 tentarg Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daera} (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (L.mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan lembarar Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (tembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Iembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Miiik Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongaa dal Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 6 Nomor 2083) :

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Talun 2Ol5
tentang PengeloLaar Bararg Milik Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Torqia Nomor
1 Tahun 2018 tentarg Peruba]:al Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tara Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (kmbararr Daerah Kabupaten
Tera TorAja Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan lembaran
Daerah Kabupaten Ta-na Tora iaNomor25ln ,



10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor

10, Tambahan L€mbaran Daerah Kabupaten Tana Tora-ia Nomor

19);

UEmITUSKA"!I3

fcnetepkan : PERATITRAII BITPATI TEI{TAIIG PEIICICIOI,oI{GAr DAI{

KODEFIXASI BARA.ITG MILIK DAERAII.

BAB I
XBTEISTUAIT I'MUM

Paral I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yarg memegang

kekuasaan pemerintahan Nega-ra Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Taiun 1945.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daera-h Provinsi Sulawesi

SeLatan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang mernimpin pelaksalaan urusan pemerintahan

yalg menjadi kewenangan daerah otonom,

4. Barang Milik Daerah yarlg selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang

yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan

lainnya yang sah.

5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenalg dan bertanggungjawab

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD,

6. Pengguna Barang adalah pejabat Pemegang Kewenangan BaJang Milik
Daerah.

7. Kuasa Pengguna Barang ada.lah Kepala Satuan Keda atau pejabat yang

ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada

dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
8. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik kedalam

akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub-sub
rincian objek.

9. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode BMD sesuai dengan penggolongan

masing-masing bar ar:g finltk daerah. /rg v



-4-

BAB II
RUAITG LIITGINP

Pa..l 2
(1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah

a. Kodefikasi barang;
b. Kode lokasi;
c. Kode Register.

(2) Tata cara penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah sebagaimana
tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkar dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
rODEF'IXASI BARAITG

Psral 3

(1) Kodefrkasi barang sebagaimana dima-ksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a,

sebagaimana tercantum pada l,ampirar II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedomar

bagi Perangkat Daerah/Unit Keda dalam melakukan kodefrkasi yang

menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode

rincial objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rinciar objek barang

milik Pemerintah Kabupaten Tana Torqia.

(3) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian objek, maka

mempergunakan kode barang sub-sub rincian objek lainnya.

Paral 4
Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi ;

a. l,evel 1 menunjukkan kode akun;
b. kvel 2 menunjukkan kode kelompok;
c. trvel 3 menunjukkan kodejenis:
d. kvel 4 menunjukkan kode objek;
e. l,evel 5 menunjukkan kode rincian objek;
f. l,evel 6 menunjukkan kode sub rincian objek;
g. l-evel7 menunjukkarr kode sub-sub rincian objek.

BAB IV
I(ODE LOI(ASI

Pasal 5
Kode lokasi sebagaimana dimalsud da.lam Pasal 2 ayat (1) huruf b, ditujukar
bagi pemerintah daerah dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan
lokasi masing-masing Barang Milik Daerab.T$ ,



Pasal 6

(1) Kode Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
a. Barang milik pemerintah pusat (kode 00)
b. Barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11)

c. Barang milik pemerintah daera-h kabupaten (kode 12); dan
d. Barang milik lainnya (kode 13)

(2) Kode lokasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, hurufb, dan huruf d, digunakan oleh Pemerintal Kabupaten apabila
terdapat Barang Milik Pemerintah Pusat, Ba-rang Milik Pemerintah Provinsi,

dan Barang Milik lainnya yang berada pada Pemerintah Kabupaten.

(1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1) huruf c meliputi:
a. Kode lokasi dan tahun perolehan; dan
b. Kode barang dan nomor urut pendaftaral.

(2) Kode register sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) diberikan pada setiap

Barang Milik Daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk
kode barang.

(3) Setiap Barang Milik Daera-h diberikan labet kode register sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dikecualikan:
a. Persediaan;
b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

c. AkumulasiPenyusutan;
d. Akumulasi Amortisasi;
e. As€t Tidak Ber$ujud (ATB); dan
f. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BABV
KODE REIiISTER

Pasal 7

BAB VI
KSTEITTUAIT LIUIT-LIUT

Paral 8

Pengelola Barang/Pengguna Ba.rang/Kuasa Pengguna Barang melakukan
penggolongan dal Kodefikasi BMD yang berada da-Iam penguasannya.

v

BA3 VII
XEf,EI{TUAIT PENALIIIAIT

Psrd 9
Penggolongan dan Kodetrkasi BMD dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak
Peraturan Bupati ini diundanekan- (b,
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BAAVIII
XBTEITTT'AI{ PETCuIUP

Paral 1O
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Tana Toraja
Nomor 22 Tahun 2O1O tentang Nomor Kode SKpD, Nomor Urut Kode Unit/SKpD,
Sub Unit/Satuan Kerja dalam SKpD dalam Lingkup pemerintah Kabupaten Tana
Toraja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pat l11
PeraturaD Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
fuar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tor4ia.

Ditetapkan di Makate
pada tanggal 3o Dcgo"a&. 90fu,

tBT'PATI TATA T{)RA'A. L

BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale

Pada tanggal : 3o 9ca^6n t*
SEI(RBTARIS DAIRAII rEIf TAITA IORAJA,

SEMI'EL BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2O2O NOMOR ...7..}.....



L,AIPIRAI| I : PERATTIRAIT BI,PArl TATA TORAJA
ITOUOR | 33 T*tott 2ob
TEITAIIG : PEXGGOLOTGAT DAII KODEFII(ASI BARANG MILIX

DAERAH

TATA CARA PEITGCTOI'IICAIT DAr KODEFIKAAI BARAITCT MILIK DAERAH
I. PEITDAIII'LUAIT

Penatausahaan barang milik daerah meliputi kegiatan pembukuan,
inventarisasi, darl pelaporan. Tertibnya penatausahaan barang milik
daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan barang milik daerah
yarg tertib, efeldif, dan optimal. Hasil penatauaahaan barang milik
daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintai
daerah, perencanaan kebutuhar, pengadaan dar pemeliharaan barang
milik daerah yang seca.ra langsung akan menjadi ba-han dalam
perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Pelaporan barang milik
daerah disusun menurut neraca yang terdiri dari aset lanca-r, aset tetap
dan aset lainnya. Aset lancar berupa barang persediaar:r. Aset tetap
berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi
dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengedaan. Aset
lainnya terdiri da-ri aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak
ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional
pemerintahan. Pelaporan barang milik daerah dilakukan melalui
pencatatan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya ke
dalarn daftar barang pengelola, pengguna barang dan kuasa pengguna
barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

II. TU.'UA.!T

Penggolongar dan kodefrkasi barang milik daerah bertujuan untuk
mempermudah pelaksaiaan pengelolaal dan penatausahaan barang
milik daerah.

IU. PE GGIOLOITOAIT DA'r KODEFIXASI EARAITG UILTI< DAERAII
Penggolongan darl kodefikasi barang milik daerah meliputi :

1. KODE BARAITG.

Kode bararg terdiri dari 12 (dua belas) angka/digit yang terbagi
dalam 7 (tujuh) level dengan susunan sebagai berikut:
Satu angka/level satu : menunjukl€n akun-
Satu angka/level dua : menunjukkan kelompok.
Satu angka/level tiga : rrenunjukkan jenis.
Dua angka/levet empat: menunjukkan objek.
Dua angka/level lima : menunjukkan rincian objek.
Dua angka/level enam : rnenunjukl<an sub rinciarr objek
Tiga angka/level tujuh : menuqiukkan sub-sub rincian objek.

/A
I

-1-



a. Levol 1. menunJuLkan Lode A&un
Penggolongan dan kodeflkasi barang milik daerah pada level 1

menunjukkan kode akun yang terdiri dari aset. Aset adalah sumber daya
ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat
dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan diharapkan dapat dipercleh, baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dari sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasal sejarah dan budaya.

b. Lovel 2. Ecruljulta-E kode Leloapol.
Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada level 2
menunjukkan kode kelompok yarrg terdiri dari :

1l aset lancar, yaitu aset yang diharapkan segera untLrk dapat
direalisasikan atau dirniliki untuk dipakai atau dijual dalarn
walrtr: 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2) aset tetap, yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua beias) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; dan

3) aset lainnya, yaitu aset lainnya adalah kelompok aset yang tidak
termasuk dalam kategori aset lancar dan aset tetap.

Penulisan pada level dua untuk kelompok, sebagai berikut:

1) Kode I untuk kelompok aset lancar.
2) Kode 3 untuk kelompok aset tetap.
3) Kode 5 untuk kelompok aset lainnya.

c. Level 3 DcEurjuk&aD. Lodejerlr.
Penggolongan darr kodehkasi barang milik daerah pada level 3
menunjukkan kode jenis yang terdiri dari :

1) Persediaan

Kodefikasi baralg milik daerah pada aset lancar hanya rnencakup
barang persediaan. Persediaan merupalan aset lancar dalam
bentuk barang atau perlengkapan yaltg dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-baralg
yang dimaksudkan untuk dijual dar/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

2l Tanah.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

3l Peralatan dan mesin.

Peralatan dan mesin dikelompokkal sebagai aset tetap yang
mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik,

fir.
a
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inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan
dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua betas) bular dan dalam
kondisi siap pakai.

4) Gedung dan bangunan.

Gedung dan bangunan dikelompokkan sebagai aset tetap yang
mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap pakai.

5) Jalan, irigasi dan jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan dikelompokkan sebagai aset tetap yarg
mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan
dalam kondisi siap pakai.

6) Aset tetap lainnya.

Aset tetap lainnya dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup
aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset
tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan
irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
ketiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap palai.

7) Konstruksi dalam pengedaan.

Konstruksi dalam pengeqaan dikelompokkan sebagai aset tetap
yang mencakup aset tetap yaIrg sedang dalam proses pembangunan
namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

8) Akumulasi Penlrusutan.

Akumulasi penrusutan digunalan untuk mencatat akumulasi
penlrusutan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah.

9) Aset kemitraan dengan pihak ketiga.

Aset kemitraan dengan pihak ketiga dikelompokkan sebagai aset
lainnya yang merupakan pemanfaatan barang mitik daerah yang
mencakup : Sewa, Keqja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna
Serah/Bangun Serah Guna (BCS/BSG) dan Kerja Sama penyediaal
Infrastruktur (KSPI) .

10J Aset tak berwujud.

Aset tak berwujud dikelompokkan sebagai aset lairlIlya yang
merupakan aset nonkeuangarl yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dirniliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujua!
lainnya terrxrasuk hak ata.s kekayaan intelektua.l.

11) Aset lainlain.
Aset lain-lain dikelompokkan sebagai aset lainnya yarg merupakan
aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penerunaan .aktif pemerintah direklasifrkasi ke daiam aset lain_lain.*Ha.l ini fdapat disebabka-n karena rusak berat, uang, dan/atau aset tetapyang tidak diguna-kan dalam operasional peme-irrtahan X

.'.-
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Penulisan pada level tiga untuk jenis, sebagai berikut:

1) Untuk kelompok aset lancar dirinci ke dalam jenis, yaitu: Kode 7
untuk jenis Persediaarl.

2) Untuk kelompok aset tetap dirinci ke dalam jenis, yaitu:
a) Kode 1 untukjenis tarah
b) Kode 2 untukjenis peralatan dan mesin.
c) Kode 3 untukjenis gedung dan bangunan.
d) Kode 4 untukjenis jalan, jaringan dan irigasi.
e) Kode 5 untuk jerris aset tetap lairmya.
f) Kode 6 untukjenis konstruksi dalam pengedaan
g) Kode 7 untukjenis akumulasi penyusutan.

3) Untuk kelompok aset lainnya dirinci ke dalarn jenis, yaitu:
a) Kode 2 untuk jenis kemitraan dengan pihak ketiga.
b) Kode 3 untukjenis aset tidak berwujud.
c) Kode 4 untuk jenis aset lainlain.
d) Kode 5 untuk jenis akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.
e) Kode 6 untuk jerds akumulasi pen5msutan aset lainnya.

ill. Lovol 4 looauaJukkaa kode obJeL.
Penggolongan dan kodefrkasi barang milik daerah pada level 4
menunjukkan kode objek yang terdiri dari :

1) Untukjenis persediaan dirinci ke dalam objek, yaitu:
a) Kode 01 untuk objek barang pa1<ai habis.
b) Kode 02 untuk objek barang tak palai habis.
c) Kode 03 untuk objek barang bekas dipakai.

2) Untukjenis tanah dirinci ke dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk
objek tanah.

3) Untukjenis peralatan dan mesin dirinci ke dalam objek, yaitu:
a) Kode 01 untuk objek alat besar
b) Kode 02 untuk objek alat angkutan.
c) Kode 03 untuk objek alat bengkel dan alat ukur
d) Kode 04 untuk objek alat pertanian.
e) Kode 05 untuk objek a.lat kantor dan rumah tangga.
f) Kode 06 untuk objek alat studio komunikasi dan pemancar.
g) Kode 07 untuk objek alat kedokteran dan kesehatan.
h) Kode 08 untuk objek alat laboratorium.
i) Kode 09 untuk objek aiat persenjataan.
j) Kode 10 untuk objek komputer.
k) Kode 11 untuk objek alat eksplorasi.
l) Kode 12 untuk objek alat pengeboran.
m) Kode 13 untuk objek alat produksi, pengelolaan dan

pemurnian.
n) Kode 14 untuk objek alat bantu eksplorasi.
o) Kode 15 untuk objek alat keselamatan keda.
p) Kode 16 untuk objek alat peraga.
q) Kode 17 untuk objek peralatan proses/produksi. Lr) Kode 18 untuk objek rambu-rambu.
s) Kode 19 untuk objek peralatan olaJ\raga ;?-
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4) Untuk jenis gedung dan bangunan dirinci ke dalam objek,
yaitu:
a) Kode Ol untuk objek bangunan gedung.
b) Kode 02 untuk objek monumen.
c) Kode 03 untuk objek bangunan menara.
d) Kode 04 untuk objek tugu titik kontrol/pasti.

5) Untuk jenis jalan, jaringan dan irigasi dirinci ke dalam objek,
yaitu:
a) Kode 01 untuk objek jalan dan jembatan.
b) Kode 02 untuk objek bangunan air.
c) Kode 03 untuk objekinstalasi.
d) Kode 04 untuk objekjaringan.

6) Untuk jenis aset tetap lainnya dirinci ke dalarn objek, yaitu:
a) Kode 01 untuk objek ba-han perpustakaan.
b) Kode 02 untuk objek barang bercora-k kesenial/kebudayaan/olahraga.
c) Kode 03 untuk objek hewal.
d) Kode 04 untuk objek biota perairan.
e) Kode 05 untuk objek tanaman.
fJ Kode O6 untuk objek ba-rang koleksi non budaya
g) Kode 07 untuk objek aset tetap da-lam renovasi.

7) Untukjenis konsbuksi dalam pengedaan dirinci ke
dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk objek konstruksi
dalam pengefaan.

8) Untuk jenis akulIrulasi pen;msutan dirinci ke dalarn objek,
yaitu:
a) Kode O1 untuk objek akumulasi penyusutan peralatan dan

mesin.
b) Kode 02 untuk objek akumulasi penlrusutan gedung dan

bangunan.
c) Kode 03 untuk objek akumulasi penyusutan jalal, irigasi

jar-ingan.
d) Kode 04 untuk objek akumulasi penyusutan aset tetap

lainlya.
9) Untuk jenis kemitraan dengan pihak ketiga dirinci ke dalam

objek, yaitu: Kode 01 untuk objek kemitraan pihak ketiga.

10) Untukjenis aset tidak berwujud dirinci ke dalam objek, yaitu:
Kode 01 untuk objek aset tak berwujud.

ll)Untuk jerds aset lain-lain dirinci ke dalam objek, yaitu : Kode

O 1 untuk objek aset lain-lain.
12) Untuk jenis akumulasi amortisasi aset lidak berwujud dirinci ke

dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk objek akumulasi amortisasi
aset tidak berwujud.

l3)Untuk jenis akurrrulasi penlrusutan aset lainnya I
dirinci ke dalan objek, yaitu: Kode 01 untuk objek b

aku![ulasi penlnrsixarf aset lainlrya. /L



el Lewel OS menunjukkan kode rincian objek Penggolongan dan
kodefi kasi rincian objek.

0 Lcwef ()6 menunjukkan kode sub rincian objek Penggolongan dan
kodefikasi sub rincian objek.

gl Level 07 menunjukkan kode sub-sub rincian objek Penggolongan
dal kodehkasi sub-sub rincian objek.

2. KODE LOKASI

Kode lokasi terdiri dari 24 (dua puluh empat) angka/digrt yang terbagi
dalam 7 (tujuh) level dengan susunan sebagai berikut:

xxxxxx xxxxx xxxxx
Dua angka/level satu menunjukkan kode status

kepemilikan barang.
Dua angka/leve1 dua rnenunjukkan kode ba.rang

IntrakorDptab el atau ba.rang
Ekstako,rlPtabel.

Dua angka/level tiga menunjukkan kode provinsi.

Enam angka/level empat menunjukkan kode
kabupaten/kota.

Enarrr angka/level lirna menunjukkan kode pengguna barang
atau kode Pengelola barang.

Lima angka/level enam menunjukkan kode kuasa pengguna
barang.

Lima angka/level tujuh menunjukkarr kode sub kuasa
pengguna barang.

PcDJela!i!..
a. Kode status kepemilikan dan pemberian kode status kepemilikal barang

meliputi:
1) barang milik pemerintah pusat (kode 00);

2) barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 1 1);

3) bamng miUk pemerintah daerah kabupaten /kota (kode 12);

4) barang milik lainnya (kode 13).

b. Kode barang lntrakomptabel atau barang Ekstrakomptabel meliputi:
1) Barang lntrakomptabel yaitu aset yang memenuhi kriteria kapitalisasi

(kode 01);
2) Barang Ekstralcomptabel yaitu berupa aset yang tidal< memenuhi kriteria

kapitalisasi (kode 02).
c. Kode provinsi sesuai p€latura-n perundang-undangan yarg mengatur kode

dan data wilaya-h administrasi pemerintahan.
d. Kode kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan yang

mengatur kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
e. Kode pengguna barang untuk daftar barang pengguna atau kode

pengelola barang untuk daftar barang pengelota sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
1) Kode kuasa pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundaarg-

nr,dansaa. 1S
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t f:,!-.-:Yb kuasa pengguna 
- 
barang, dapat ditakukan pengkodean apabilalokasi ba-rang milik daerah masih berada di bawah liuasa pengguna

barang dan dapat dikembangkaa sesuai aengan tinekai kebutuhanpemelTt+ daerah dan pemberian kode sub lokasi-kuasa ftngguna barang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KOI'E RIGISTER

Kode register merupalcan idenlitas baraag yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal yang dileta-kkan pada barangyang bersangkutan.
Kode register terdiri dari:

Kode statuskepemilikan
BaJang

Kode lntra.komptabel atau
Ekstrakomptabel

Kode provinsi

Kode kabupaten/kota

Kode pengguna baiang atau
pengelola barang

Kode kuasapengguua barang

I(ode Sub xuasa Pengguna
barang

Taiua Peroleha!

c 0 c c 0 c 0 c 0 20 1 72 20 1 2 0 1 I

o 1 o 1 o0o 1

Nomor Urut Pendaltar

Sub - Sub Rincian Objek

Sub Rinciai Objek

Rincian Objek

Objek

Jenis
,

Kelompok U.

Akun

@

-7 -

3 rrq-q{s

tErrl.lrll



a Pada penulisan kode register adalah untuk kode lokasi dan tahun
perolehan pada bagian atas, sedargkan untuk kode ba-Iang dan
nomor urut pendaftaran barang pada bagian bawah.

b. Nomor urut pendaftaran adalah nomor urut yang diberikan pada
setiapjenis barang (sub rincian objek) yang dimulai dari 000001 dan
seterusnya.

Coatoh I :

Pada tahun 2019 Dinas pendidikan (kode pengguna barang: 04)
Kabupaten Tana Toraja [kode kabupaten: 17) provinsi Sulawesi Sel,atan
(Kode Provinsi; 22]r, telah melakukan pengadaan kendaraan dinas
dengan t1'pe station wagon dan sesuai batas kapitalisasi. pada saat
perolehan barang tersebut nomor pendaftaran ke 000003. Selanjutnya,
Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja dapat memberikan register
barang sebagai berikut:

Eg
Coatoh 2 :
Pada tahun 2019 Dinas Kesehatan (kode pengguna barang: 05)
Kabupaten Tana Toraja ftode kabupaten : 17) provinsi Sul,awesi Selatan
(Kode Provinsi: 22) telah melakukan pengadaan kendaraan dinas
dengan EIpe station wagon dan sesuai batas kapitalisasi. pada saat
perolehan barang tersebut nomor pendaftaran ke 000002.
Selsnjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja dapat
memberikan register bararg sebagai berikut;

L
@
ll

0 I 2 0 I I

1 0 2 o I 0 I 0 0 3 0 o 0 0 0 3

0 I 0 1 0 0 0 0 0 2
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Contoh 3l
Pada tahun 2019 Dinas Kesehatan (kode pengguna barang: 05)

Kabupaten Tana Toraja (Kode Kabupaten: 17) Provinsi Sulawesi
Setatarl (Kode Provinsi: 22) telah melakukan pembelian sebuah LCD

proyeldor/lnfocus dan sesuai batas kapitalisasi. Pada saat perolehan

barang tersebut nomor pendaftaran ke 000015 diserahkan di UPI
Laboratorium Kesehatan Daerah (kode 002). Selanjutnya, Dinas

Kesehatan Kabupaten Tana Torqja dapat memberikan kode register

barang sebagai berikut:

0 0 0 0 0 5

I EEM mm

Lro" rrrroo-* rn, 14

0 1 0 0 0 0 I 5
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. PEIIGGOLOIIG,/UT DAT TODEFIXAAI BAR.IITC UILII< DAERAN

PETGGOI.{'TOAIT DAII KODEFIXT"AI BARIIIO UIIJK DAERAII
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I AAET

I 1 AAET I.AIICAR

I 1 7 PERSEDIAAN
I 1 '7 0l BARANG PAKAI tlABIS
I 1 1 0t 01 BAIIAN
I 1 7 0l 01 0l BAI{AN BANCUNAN DAN KONSTRU(SI
I 1 7 0l 01 0l 001
I 1 1 0l OI 0l 002
l 1 '7 01 0l 0l 003

I 1 7 0l 0l 0t
I 1 7 OI OI 0l 005 Batu
I 1

,| 0t OI 0t 006 CAi

I 1 1 01 0l 0t 007

1 1 7 01 0l 01 008 Baja
I 1 1 01 0l 01 009 ELcEo DalB
I 1 '7 01 0l 0l 010

I 1 1 01 0l 0l 0ll
I 1 7 0l 0l 01 017
I 1 7 OI 01 0l 013

I I 1 01 01 0t 0t4
I I 7 01 0l 01 015 Bis B€ton
I 1 7 0t 0l 0t 016

I 1
,7 0l 0l 0l 0r7

I I 7 01 0t 0t 018 Cm@t Sh@t PiL
I I ,7 0l 0l 01 0I9
I 1 7 0l 0l 01 020
t 1 1 01 0l 0l 021 MinlBk CarlThinaa
I 1

,7 0l 0l 0t o22 Belld Berunsn De KlBtniksi laituva
I 1 1 0! 01 02 BAHAN KIMIA
I i ,l 0l 01 02 001 Bahe Kida Padat
I 1 '| 0l 0t 02 002 Bsha! KiEia cair
I I 1 0l 01 02 003

t I 7 01 01 02 004 Bahe Kiaia Nu}li!
I 1 1 0t 0l 02 005 Barr.n KiEia laiEya
i 1 7 01 0l 03 &{HAN PELEDAK
I 1 '7 01 0l 0l 001
I I 0l 01 002
I I 0l 01 03 003
I 1 7 0l 0t 03 004
I I 1 0t 01 03 005
I 1 7 01 01 o3 006
I 1 7 01 0l 03 007
I I 7 0l 0l 04 DANAR DAN PELUMAS
I 7 01 01 04 001 Bebai DaIGr Miayak
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I 5 6 o1 o1 o2 001 AkuDulasi Pcnyrsuta A$t Russl Bcrat/U@A

I 5 6 01 01 o2 002
AkuEulasi Pen''usutan As.t Tctag yl'rg tidak
disunakan dalaE opcraional PcmaintEh.

1 5 6 0l o1 o2 o03 Akudulasi Pcnyusutan A*t Laia-lai. Lainnya
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